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ABSTRACT
Indonesia has been through various systems of recruitment of civil servants (PNS). But taken from each system, always appear a variety of issues related to corruption, collusion and nepotism (KKN). Merit system is one of the efforts taken by the Indonesian government aimed to produce employees who are competent in their field and able to bring significant changes to the agency. But apparently even this merit system still can not answer all these recruitment problems, this is caused by several things, namely; 1) Employees are not focused on achieving results because of weak implementation of the pattern of reward and punishment; 2) staff career stalled in the same position; 3) The existence of KKN which reduces the effectiveness of public organizations.(Thoha,1990). 
Open recruitment is the new system of recruitment in which the positions of echelon II announced openly to the public with the aim of minimizing the occurrence of corruption and able to produce in accordance with the mission the right man on the right place.
This research is using qualitative method where the nature of the research is grounded research and took the theory from Mondy and Noe (2008) on the open bidding in which these terms represent terminology open recruitment, which by providing opportunities to candidates from an external organization, the purpose of the organization in order to obtaining competent employees can be implemented. The unit of analysis is the Education Department of West Java Province-Government.
          The results showed that the open recruitment system is well done and made some changes in a positive direction include elected officials, are fully obtained by the selection committee that there is no influence of any party. Similarly, the competence of elected officials has been tested through several test phases that extremely have difficulties. Regardless of the outcome of this open recruitment is considered successful, there are some disadvantages were appeared such as time tends to be longer and need the high cost too. But overall that the open recruitment system is a pretty good impact for employee recruitment system in Indonesia.
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PENDAHULUAN

Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber dayanya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lainnya. Sistem penyelenggaraan pemerintah akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme kebijakan yang telah ditentukan apabila sistem tersebut dijalankan oleh orang-orang yang memang memahami dan profesional di bidangnya.
     Reformasi Birokrasi yang mulai digulirkan sejak tahun 1998 pasca krisis moneter yang melanda dunia berimbas pula kepada negara kita yang ditandai dengan adanya perombakan di tatanan pemerintahan. Keinginan untuk menata kembali bangsa ini agar dapat menjadi bangsa yang bersih dan terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) memberikan inspirasi atau cara pandang yang baru dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur atau pejabat negara yang berkualitas, kompeten dan mempunyai keahlian di bidangnya. Di beberapa daerah di Indonesia, para kepala daerah mulai menerapkan sistem baru di bawah payung hukum UU No. 5 Thn 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan melalui Permenpan No. 13 Tahun 2014 dalam hal pengisian formasi jabatan yang kosong, yaitu melalui mekanisme rekrutmen  secara terbuka dengan mengambil sumber daya dari kalangan eksternal dengan tujuan ingin menghasilkan para pejabat struktural yang mampu membawa perubahan yang baik serta mampu membuat instansi yang dipimpinnya menjadi sebuah lembaga yang memberikan kontribusi positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sistem merit yang selama ini digunakan oleh pemerintah dinilai belum dapat menghilangkan atau meminimalisir timbulnya permasalahan seperti; 1)Pegawai tidak terfokus pada pencapaian hasil, karena lemahnya penerapan pola ganjaran dan hukuman. 2)Evaluasi kinerja tidak terfokus kepada pencapaian hasil, 3)Karier staf terhenti pada posisi yang sama dan 4) Masih adanya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang mengurangi efektifitas organisasi public serta 5)Panjangnya proses penyampaian pelayanan kepada masyarakat (rentang birokrasi) sehingga membuka peluang terjadinya KKN. Maka dari itu lahirnya Undang-undang baru tentang open recruitment ini diharapkan dapat menjadi solusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
PEMBAHASAN

Apabila mencermati kondisi sebelum tahun 2013 yang menyoal sistem rekrutmen di Indonesia, maka Medelina Kusharwanti (2008) berpendapat bahwa sudah seharusnya Indonesia mempunyai sistem rekrutmen pegawai yang baru yang mampu menanggulangi semua persoalan yang ada dengan menggunakan metode scenario planning.  Tampaknya hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mulai mengkaji lebih dalam proses rekrutmen terbuka ini dan mengaplikasikannya di negara Indonesia yang salah satunya sudah dilakukan oleh pemerintah propinsi Jawa Barat dan diharapkan Jabar dapat menjadi role model bagi pemerintahan daerah yang lain dalam melaksanakan rekrutmen secara terbuka ini. 
 	Dalam sistem open recruitment ini, pemerintah menggunakan sumber daya manusia eksternal yang menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (1997) sumber eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar instansi yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Kemudian Mondy dan Noe (2008) mengatakan bahwa “Job Bidding is a procedur that permits employees who believe that they posses the required qualifications to apply for a posted job”. Istilah job bidding mewakili terminologi open recruitment atau rekrutmen terbuka, dimana Noe berpendapat bahwa dengan memberikan kesempatan kepada kandidat dari eksternal perusahaan/organisasi maka tujuan organisasi untuk dapat memperoleh pegawai yang kompeten dapat terlaksana.
Pemprop Jawa Barat  sudah melantik dua pejabat terpilih yaitu dari Dinas Pendidikan dan BP3IPTEK pada tanggal 23 Maret 2014 yang lalu dimana pejabat eselon II tadi dihasilkan melalui sistem rekrutmen terbuka ini.
Mekanisme Rekrutmen Terbuka Kadisdik Propinsi Jawa Barat	

	Sistem rekrutmen terbuka ini barangkali sudah dilakukan oleh banyak daerah di Indonesia, namun Pemprop Jabar mempunyai kelebihan karena didukung oleh sistem aplikasi yang sudah terintegrasi dengan baik. Untuk mendapatkan pejabat yang kompeten dan siap bekerja, memang diperlukan sistem seleksi yang ketat agar kesalahan-kesalahan masa lalu dapat dihindari.
	Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah pada saat akan merekrut pegawai untuk menempati jabatan eselon II ini. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya.
Pertama, mencari dan menetapkan calon anggota panitia seleksi yang terdiri dari berbagai kalangan seperti akademisi, pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pejabat yang terkait dengan instansi yang dituju.
Kedua, melakukan identifikasi jabatan yang perlu diisi. Sebagai tahap awal yang dilakukan oleh pemprov Jabar adalah untuk jabatan Kadis Pendidikan dan Kadis BP3IPTEK  yang ada pada eselon II. Identifikasi pada tahap ini lebih diprioritaskan pada pengisian jabatan yang lowong karena ditinggalkan pegawai yang pensiun. Pada waktu-waktu berikutnya, rekrutmen terbuka bisa menyasar pada semua jenis jabatan. 
   Ketiga, menyusun standar kompetensi yang harus dipunyai oleh kandidat peserta dimana standar kompetensi ini diturunkan lagi menjadi poin-poin yang lebih spesifik dan detail.
Keempat, membuat dan menyampaikan pengumuman terbuka (job posting) tentang jabatan-jabatan yang lowong yang harus segera diisi. Semua pegawai bisa mendapatkan akses untuk informasi ini. Persyaratan minimal memang harus sesuai dengan peraturan kepegawaian misalnya berstatus PNS, memenuhi jenjang pangkat tertentu, memiliki prestasi kerja yang baik, sehat jasmani dan rohani, dan lain-lain. Kalau perlu ditambah dengan syarat pendidikan formal tertentu yang sesuai dengan jenis jabatan. Keahlian dalam pekerjaan dan pengalaman dalam kegiatan/kepanitiaan menjadikan poin tambahan. Namun yang tak kalah penting ia harus memiliki program tentang jabatan yang diincarnya.
 Kelima, memberikan kesempatan kepada semua pegawai yang ada di instansi manapun di wilayah propinsi Jabar yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar (job bidding). Proses pendaftaran pun harus bersih dari KKN, dan lamaran diserahkan dengan menggunakan sistem online, jadi kandidat tidak bertemu langsung secara fisik dengan panitia.
  Keenam, setelah selesai melalui kelima tahapan di atas, maka mulailah dengan melakukan seleksi administrasi atas lamaran yang telah masuk ke panitia seleksi yang dilanjutkan dengan seleksi/test kesehatan.
  Ketujuh, pelaksanaan pra assessment dan assessment dimana kandidat diminta untuk mendeskripsikan konsep tentang kepemimpinan, integritas, loyalitas dan perencanaan kerja. Di tahap ke tujuh ini, kandidat harus mempunyai visi dan misi tentang jabatan yang diminatinya serta program kerja yang akan diterapkan jika kemudian ia terpilih dalam jabatan tersebut. Caranya kandidat harus membuat makalah. Makalah ini harus ia presentasikan dalam tahapan seleksi. Makalah ini juga menjadi semacam kontrak jabatan dengan Kepala Daerah. Suatu saat Kepala Daerah bisa mengevaluasi kinerjanya jika tidak sesuai antara janji dan kenyataan.
 Kedelapan, adalah tahapan dimana kandidat akan di wawancara secara langsung oleh tim penyeleksi yang menguatkan hasil assessment sebelumnya. 
Kesembilan, panitia melakukan rekam jejak atas kandidat yang informasinya diperoleh dari Badan Intelijen Nasional (BIN) dan semua pihak yang pernah berurusan dengan kandidat peserta.
Kesepuluh atau tahap akhir adalah penentuan 3 (tiga) besar hasil seleksi dan selanjutnya ketiga orang kandidat tadi diusulkan ke Gubernur untuk kemudian dipilih salah satu dari mereka untuk dilantik dan menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.
  Kesepuluh tahapan yang sudah dilakukan oleh pemprop Jabar untuk memperoleh pejabat eselon II dan menempati posisi Kepala Dinas Pendidikan tadi, diperoleh dari turunan pedoman open recruitment secara umum yang di published oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seperti yang diuraikan berikut ini :

a. Pertama open recruitment diumumkan secara terbuka, baik melalui edaran, papan pengumuman, iklan di media massa cetak maupun elektronik/on line. Setiap pegawai yang memenuhi persyaratan pangkat  dan golongan,  diperbolehkan  mendaftarkan  diri  untuk  mengisi lowongan yang tersedia.
b. Kedua, karena open recruitment adalah untuk memilih pejabat publik yang berkualitas, maka seleksi dan penilaian kemampuan dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu kemampuan manajerial dan kemampuan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilelang. Penilaian kemampuan manajerial dapat dilakukan dengan menggunakan  metode presentasi, wawancara maupun tertulis dengan muatan ujian terdiri dari penyampaian visi dan misi, penyusunan rencana kerja  serta analisis pemecahan/penyelesaian kasus. Metode dan alat analisis manajemen seperti Teknik Analisis Manajemen (TAM), SWOT, Pola Kerja Terpadu (PKT) dan sebagainya dapat dipergunakan. Sedangkan penilaian kemampuan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilelang, dilakukan dengan   metode tertulis dan wawancara dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Standar kemampuan teknis tugas pokok dan fungsi jabatan yang dibutuhkan dapat disusun oleh SKPD yang bersangkutan dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis, assosiasi profesi dan dibantu oleh tim penilai independen. Ketiga, panitia seleksi wajib mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui media massa, sehingga masyarakat luas dapat mengikuti dan mencermati rekam jejak para kandidat pejabat publik. (BKD, 2015)
 
Model rekrutmen secara terbuka menjadi angin segar bagi perkembangan karir pegawai di birokrasi. Dan secara umum, dengan proses rekrutmen yang baik akan menghasilkan produk-produk yang baik. Rekrutmen jabatan struktural sudah semestinya dilakukan dengan pertimbangan profesionalisme, bukan karena faktor kekerabatan, afiliasi politik, maupun pengaruh uang.
Selain hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem rekrutmen terbuka ini mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi Birokrasi (Menpan RB)   mengatakan  bahwa dengan  promosi secara	terbuka, negara akan mendapatkan pejabat struktural yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja   baik, berintegritas, dan sesuai dengan harapan organisasi. Rekrutmen terbuka jabatan camat dan lurah merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik di masyarakat. Proses rekrutmen terbuka tidak sekadar mengganti pejabat publik, tetapi juga berusaha memperbaiki sistem seleksi jabatan publik di tingkat daerah (berkas.dpr.go.id, 2013). 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan. Beliau sudah lama mengharapkan adanya rekrutmen terbuka bagi kepala dinas di kota Bandung mengingat banyaknya permasalahan yang timbul selama ini. Dengan rekrutmen terbuka  tentunya akan menghasilkan calon pemimpin yang kompeten sesuai dengan kapasitasnya, dan diharapkan masalah yang melingkupi dinas-dinas di kota Bandung, dapat diatasi dengan baik. 
Sedangkan menurut pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Mariana, mengatakan bahwa rekrutmen terbuka yang dilakukan di lingkungan Pemprov Jawa Barat mempunyai tujuan yang baik yaitu inovasi dan terapi kejut bagi para PNS di Pemprov Jabar agar terbiasa dengan budaya kompetitif berdasarkan kompetensi,
  	Dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, maka terpilihlah Dr. H. Asep Hilman, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang baru dengan masa bakti mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. 
   Namun demikian, walaupun rekrutmen terbuka ini diharapkan menjadi solusi yang terbaik tetap saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan disamping kelebihan yang dimiliki sistem ini.
	Walaupun sudah jelas payung hukumnya, pelaksanaan rekrutmen terbuka ini masih menuai pro dan kontra seperti yang diungkapkan oleh beberapa pakar Ilmu Pemerintahan, Peneliti LAN, Pejabat Publik dan kaum Akademisi yang aktif menyoroti proses rekrutmen terbuka ini mulai dari masalah pembentukan tim penyeleksi, waktu dan biaya yang dibutuhkan sampai kepada efek negatif dari rekrutmen terbuka ini.
Dalam menentukan tim penyeleksi biasanya kepala daerah menunjuk atau membentuk tim khusus yang terdiri dari Baperjakat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan para Akademisi yang diambil dari berbagai universitas atau perguruan tinggi yang mempunyai jejak rekam dan pengalaman yang baik. Sehingga dengan bergabungnya orang-orang yang memenuhi syarat sebagai tim penyeleksi ini, maka diharapkan akan menghasilkan kandidat yang baik pula dan dapat menepis kekhawatiran banyak pihak bahwa sistem rekrutmen terbuka ini akan tetap bermuatan KKN apabila tim penyeleksinya merupakan oknum-oknum yang tidak baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada celah yang mengganggu independensi dari para penyeleksi.
Dengan melihat susunan panitia seleksi yang kebanyakan adalah para pegawai yang mempunyai jabatan strategis dan mempunyai nilai lebih diantara masyarakat pada umumnya, bukan tidak mungkin biaya yang diperlukan untuk uang fee/honor akan menjadi besar karena salah satu komponen terbesar ada pada biaya untuk tim penyeleksi.
Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen terbuka ini dari awal sampai dengan pelantikan memang lebih lama bila dibandingkan dengan proses rekrutmen PNS dengan sistem yang lama. Hal ini dikarenakan ada beberapa prosedur yang harus dilewati oleh para kandidat guna mendapatkan kandidat yang memang betul-betul kompeten dan profesional. Waktu yang dibutuhkan dalam proses seleksi ini rata-rata sekitar tiga sampai dengan empat bulan.  
 	Akan tetapi apabila dilihat baik dari segi waktu dan biaya yang lebih besar, sebetulnya kita dapat melihat sisi positif yang lebih bermanfaat. Dengan biaya sedikit dan waktu yang singkat tapi hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan tentunya hal ini juga memberikan dampak tidak baik bagi kelangsungan jalannya suatu organisasi. Sebaliknya dengan berkorban waktu dan biaya yang lebih tetapi hasil akhir sesuai dengan harapan, tentunya hal ini sangat memberikan manfaat yang besar.    

Evaluasi Penilaian Kinerja Pejabat Terpilih

Pemerintah Propinsi Jawa Barat sudah mempunyai Kepala Dinas Pendidikan yang baru yang dihasilkan dari sistem rekrutmen yang baru pula. Karena bapak Asep Hilman selaku kadisdik baru dilantik pada bulan Maret 2015 yang lalu, maka kita belum bisa melakukan evaluasi apapun atas kinerja jabatan yang dipegangnya. Menurut amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bahwa evaluasi kinerja pejabat terpilih baru bisa dilaksanakan apabila pejabat yang bersangkutan sudah menjalani masa jabatannya selama 1 (satu) tahun. Namun demikian, kita bisa memantau perkembangan kinerja yang bersangkutan melalui program-program kerja yang mulai dibuat dan diimplementasikan di lingkungan dinas pendidikan.
Sebagai salah satu contoh, dinas pendidikan propinsi Jawa Barat bekerjasama dengan tabloid Inilah Koran membuat program “Anugerah Guru Inspiratif Jawa Barat-Een Sukaesih Awards 2015” yaitu suatu ajang/perhelatan dimana masyarakat memberikan apresiasi kepada guru yang telah mengabdi dan berprestasi.  Program kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan  guru maupun tenaga pendidik di Jawa Barat yang dapat menginspirasi dunia pendidikan maupun lebih luas dari itu.
Sosok guru Een pun menjadi popular karena beliau tidak lagi mengejar penghargaan berupa uang, nilai, dan sertifikasi. Selama 26 tahun mengalami kelumpuhan tapi tetap semangat mengajar murid-murid binaannya. Hal ini tentunya dapat menginspirasi para guru yang memiliki kemampuan fisik lebih baik dan seharusnya dapat lebih hebat dalam memberi pelayanan kepada murid-murid, sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang berprestasi sekaligus unggul.
         Anugerah Guru Inspiratif Jawa Barat sendiri akan diserahkan pada Hari Guru Nasional 25 November 2015. Asep Hilman  selaku kadisdik Jawa Barat menyambut positif penyelenggaraan kegiatan ini dan siap berkolaborasi dengan tabloid Inilah Koran. Termasuk memediasi penyelenggara Anugerah Guru Inspiratif Jawa Barat-Een Sukaesih Awards 2015 dengan sejumlah pemangku kebijakan bidang pendidikan yang telah menjadi mitra Disdik Provinsi Jabar.
Demikian salah satu kiprah kadisdik propinsi Jabar hasil open recruitment yang menunjukkan kinerjanya di awal masa jabatannya. 

KESIMPULAN

Open recruitment yang dilakukan oleh pemerintah propinsi Jawa Barat merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik terkait pegawai pemerintah/aparatur negara. Harapan dari dikeluarkannya kebijakan atau Undang-undang No. 13 Tahun 2014 yang memayungi sistem open recruitment ini adalah pemerintah mampu menghasilkan pejabat setingkat Eselon II yang kompeten, cakap dan mampu membawa instansi yang dipimpinnya menuju keberhasilan dan mampu bersaing dengan negara lain serta memberikan kontribusi yang positif bagi negara.
Open recruitment sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :




Kelebihan Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen terbuka mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu :
1) Kebijakan rekrutmen terbuka ini diharapkan akan menghasilkan pejabat-pejabat yang berkualitas serta profesional di bidangnya. Dan, karena sifatnya yang terbuka serta bisa diamati oleh masyarakat banyak, maka pejabat yang terpilih pun diharapkan bukan saja profesional, tetapi juga mempunyai rekam jejak yang baik di masa lalu. 
2) Kedua, sistem rekrutmen dengan seleksi yang terbuka akan mendorong persaingan yang sehat di kalangan PNS. Semua PNS yang merasa mampu dan memenuhi syarat akan berlomba-lomba untuk mengikuti rekrutmen, sementara mereka yang merasa belum mampu dan memenuhi syarat akan berjuang dan berusaha serta belajar lebih keras untuk menjadi mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan yang diminatinya. 
3) Ketiga, para pejabat yang dihasilkan dari proses rekrutmen terbuka akan merasa bangga, lebih berwibawa dan merasa diri mereka sebagai kelompok elite baru yang berkualitas lebih dibanding yang lain. Perasaan ini akan mendorong mereka untuk selalu menjaga performa kerjanya agar selalu tampil lebih baik, lebih disiplin, lebih kreatif dan lebih bersih. Apabila kinerja para pejabat ini dievaluasi secara periodik setiap setahun sekali misalnya dan jabatannya dapat dibuka kembali ke masyarakat, apabila berkinerja dibawah standar, maka perlombaan peningkatan kinerja di antara para pejabat akan terus berlangsung dan kinerja pelayanan masyarakat otomatis membaik. 
4) Keempat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan akan terhindar dari intervensi pihak manapun dalam penetapan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Dampaknya adalah akan lebih obyektif dan mampu bekerja lebih optimal dalam membina karier PNS sehingga akan menghasilkan banyak kader pejabat yang berkualitas. 
5) Kelima, memperkuat sistem karir yang didengung-dengungkan selama ini sebagai merit sistem,  di mana terbuka dengan peluang yang sama bagi setiap PNS untuk meningkatkan karir berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Sehingga hilanglah rumor yang selama ini beredar dikalangan PNS dinegeri ini bahwa kemampuan adalah nomor terakhir, nomor satunya adalah kedekatan, nomor duanya faktor setoran dan ketiganya adalah faktor nasib. 
6) Keenam, masyarakat akan memperoleh manfaat berupa pelayanan publik yang semakin baik,  percepatan pembangunan yang semakin nyata, peningkatan kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan dan lain sebagainya.  

Kelemahan Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen terbuka juga mengandung potensi banyak masalah dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu :
a) Pertama, mekanisme seleksi memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar karena melibatkan banyak pihak dan banyak tahapan. Keterbatasan biaya dan waktu yang mendesak dapat menjadi alasan kenapa beberapa daerah merasa tidak mampu melaksanakannya. 
b) Kedua, mekanisme seleksi juga tidak menjamin hasilnya baik, karena selama ini  ada  saja  oknum-oknum  yang  diberi  kepercayaan tetapi kurang bertanggung jawab. Tim penilai/seleksi independen bisa saja memberikan penilaian subyektif berdasarkan kepentingannya atau kepentingan pihak lain secara tidak sah. 
c) Ketiga,  keterbatasan  PNS  yang  profesional di  bidang  tugasnya.  Bisa saja disebabkan karena terbatasnya PNS dengan pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka kepada masyarakat, penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan yang terbatas dan kurangnya minat PNS untuk meningkatkan kemampuannya secara mandiri. 
d) Keempat, banyak pemimpin daerah yang sudah merasa nyaman dengan pola yang telah dijalankan selama ini dalam rekruitmen pejabat publik, hal ini tentunya dengan segala alasan yang kelihatannya sangat rasional, sehingga tidak sedikit pihak yang menentang bahkan mengecilkan sistem open recruitment ini. Apabila hal ini terjadi, maka dapat dipastikan daerah yang para pejabatnya mempunyai pandangan yang negative tentang sistem rekrutmen terbuka ini akan menolak dan tidak akan menyelenggarakan rekrutmen pegawai dengan sistem ini.

Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mempunyai beberapa saran terkait pelaksanaan open recruitment di lingkungan pemerintah propinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku pelaksana teknis penyelenggaraan rekrutmen ini dapat membuat tahapan prosedur pelaksanaan open recruitment  dengan  lebih  singkat tetapi efektif dalam menghasilkan pejabat eselon II. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam satu kali waktu tapi menghasilkan penilaian ganda. Sehingga dapat mempersingkat waktu seleksi yang biasanya memakan waktu tiga bulan, maka dengan melakukan beberapa tahapan seleksi secara gabungan, seleksi ini dapat selesai dalam waktu dua bulan saja.
2. Sebaiknya BKD mempunyai/membuat suatu sistem aplikasi yang bisa mengintegrasikan semua tahapan seleksi dalam satu langkah (One Step Recruitment). Sehingga penilaian terhadap hasil seleksi para kandidat akan benar-benar objektif tanpa campur tangan kepentingan pihak tertentu. Panitia seleksi hanya cukup memasukan/menginput skor para kandidat di setiap tahapan seleksi ke dalam soft ware, yang pada akhirnya akan memunculkan kandidat yang paling berhak untuk diajukan kepada Kepala Daerah atau Presiden.
3. Dalam hal penghematan anggaran biaya seleksi, sebaiknya kandidat juga dibebankan untuk membayar sebagian biaya/cost yang dibutuhkan selama proses seleksi. Misalnya untuk biaya cek kesehatan yang memakan biaya lumayan besar, maka kandidat diharuskan untuk membayar sendiri di luar tanggungan pemerintah. Hal ini tentunya akan melahirkan suatu sikap atas usaha yang sungguh-sungguh ingin menjadi pejabat yang dapat memajukan bangsanya sendiri, melalui pengorbanan yang dilakukan.
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